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Abstract

This papers analyses studies difference of analysis policy of fiscal
religiousobligatory (zakat) and tax in chartered investment counsel Clasik,
Keynes and Islam chartered investment counsel. In Islam chartered
investment counsel there are componen religious obligatory which must
be packed into model calculation earnings nsaional, because religious
obligatory that with existence of religious obligatory will give contribution
larger ones in economics through effect multiplier compared to chartered
investment counsel system Klasik and Keymes which only apply tax. Next,
this paper argues that given the requirements of Muslim countnies a direct
tax and zakat on personal consumption expenditure. It would be
comparative effect of direct taxes and zakat on their systems. Its
introduction would help in financing a high level of economic development.
Since it is highly anti-inflationary, its introduction would help in controlling
inflation and achieving much desired price stability. More importantly,
an expenditure tax by favouring saving vis-a-vis consumption would
expand zakat base. In order to realise these advantages an attempt is
made in this paper to develop a workable model of an expenditure tax and
zakat which would incorporate within itself the shariah based prescriptions.
Profit and loss sharing, categorization of saving schemes and creation of
national equity fund are some of its prominent features.

Key words: fiscui policy, zakat, comparative sudy, islam, classic and eyness

Ulul Albab, Vol. 9 No. 2, 2008



194 Kebijakan Fiskal Zakat dan Pajak pada Perekonomian

Pendahuluan

Ekonomi konvensional di bawah dominasi kapitalisme saat ini sedang
menghadapi masa krisis dan re-evaluasi. Sebagaiman disebut sebelumnya,
kapitalisme menghadapi serangan kritikan dari berbagai penjuru. Mulai
dari Karl Max sampai pada era tahun 1940-an,1950-an, 1960an, bahkan di
awal abad 21 kritikan tersebut semakin tajam dan meluas. seperti Joseph
Schumpeter, Daniel Bell, Irving Kristol, Gunnar Myrdal, Paul Omerod,
Umar Ibrahim Vadillo, Critovan Buarque, sampai kepada Joseph Stigliz
(Agustianto, 2006: 45).

Banyak indikasi kegagalan kapitalisme tersebut, antara lain. pertama,
Ekonomi konvensional yang berlandaskan pada sistem ribawi, ternyata
semakin menciptakan ketimpangan pendapatan yang hebat dan ketidak-
adilan ekonomi. Kedua, Ekonomi kapitalisme tersebut juga telah men-
ciptakan krisis moneter dan ekonomi dibanyak negara. Di bawah sistem
kapitalisme, krisis demi krisi terjadi terus menerus, sejak tahun 1923, 1930,
1940, 1970, 1980, 1990, 1997 bahkan sampai sekarang. Banyak negara senan-
tiasa terancam krisis susulan dimasa depan jika sistem kapitalisme terus
dipertahankan.

Ketiga, Ekonomi kapitalisme banyak memiliki kekeliruan dan ke-
salahan dalam sejumlah premisnya, terutama rasionalitas ekonomi yang
telah mengabaikan dimensi moral.

Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan tersebut dari tahun ke tahun semakin
menganga dan melebar. Hal itu terlihat dari data World Bank tahun 2004.
Pada tahun 1965, sebesar 20% orang terkaya menguasai 69,5 pendapatan
dunia. Pada tahun 1970 menjadi 70 %. Pada tahun 1980 ketimpangan makin
tajam di mana 20 % orang terkaya tersebut mendominasi 75,4 % pen-
dapatan dunia, dan pada tahun 1990 ketimpangan pendapatan semakin
tajam lagi, yaitu 83,4 %. (Data lengkap bisa dilihat pada Tabel. 1).
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Tabel 1. Proporsi Pendapatan

Percentage of Total World Income
1965 1970 1980 1990
Poorest 20% 2.3 2.2 1.7 1.4
Second Poorest 20% 2.9 2.8 2.2 1.8
Third richest 20% 4.2 39 3.5 2.1

Second richest20%  21.2 213 183 113
Richest 20% 69.5 70.0 75.4 83.4
Sumber: World Bank (1998).

Population

Sementara itu, 20 % orang termiskin pada tahun 1965 menguasai
2,3 % income dunia. Selanjutnya di tahun 1970, terjadi penurunan, mereka
mengusai 2,2 %. Pada tahun 1980 terus terjadi penurunan, mereka hanya
mengusai 1,7 % dari total income dunia. Kesenjangan semakin terjadi di
tahun 1990, mereka hanya mengusai 1,4 % .Pada tahun 2000-2005 dipre-
diksikan, mereka hanya bisa menguasai 1 % saja.

Ketimpangan pendapatan di bawah ekonomi kapitalisme juga terlihat
pada data IRTT IDB (2004), bahwa 15 persen penduduk dunia hidup dengan
pendapatan per kapita per hari sebesar 7080 dolar AS. Pada umumnya mereka
hidup di negara-negara Barat. Sementara sisanya, yaitu sekitar 85 persen,
harus terpaksa hidup dengan pendapatan per kapita per hari di bawah 5
dolar AS. Kebanyakan diantara mereka tinggal di wilayah negara-negara
berkem-bang yang mayoritas muslim.

Jika sistem tersebut dipertahankan terus, ketimpangan tetap akan
terjadi, bahkan bisa lebih tajam lagi. Untuk itulah para pakar ekonomi
mene-gaskan bahwa untuk memperbaiki keadaan ini, tidak ada jalan
lain kecuali mengubah paradigma dan visi, yaitu melakukan satu titik
balik peradaban sebagaimana yang diteriakkan Fritjop Chapra. Titik
balik perdaban menis-cayakan dilakukannya pembangunan dan
pengembangan sistem ekonomi yang memiliki nilai dan norma yang
bisa dipertanggungjawabkan.
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Kemiskinan dan Pengangguran

Selain data World Bank di atas, fakta di Asia Timur pada tahun 1990,
juga menunjukkan keadaan ekonomi yang tragis. Hampir 170 juta anak
laki-laki dan perempuan putus sekolah pada tingkat sekolah menengah. Di
Asia Tenggara dan Pasifik lebih sepertiga anak-anak berusia di bawah lima
tahun mengalami kekurangan nutrisi. Hampir satu juta anak-anak di Asia
Timur mati sebelum berumur lima tahun. Memang bisa saja dikemukakan
argumen bahwa seiring dengan perjalanan waktu dan semakin meningkat-
nya pertumbuhan, kekurangan-kekurangan itu akan bisa dihilangkan. Akan
tetapi hal demikian nampaknya lamunan belaka, sebab kalau memang
demi-kian, maka negara-negara industri pasti akan terbebas dari masalah-
masalah seperti itu. Pada kenyataannya dewasa ini lebih dari 100 juta orang
di negara-negara industri hidup di bawah garis kemiskinan dan lebih dari
lima juta orang menjadi tunawisma.

Peristiwa depresi hebat telah memperlihatkan secara jelas kelemahan
logika Hukum Say dan konsep laissez faire. Ini dibuktikan oleh ekonomi
pasar yang hampir tidak mampu secara konstan menggapai tingkat full
employment dan kemakmuran. Ironisnya, di balik kemajuan ilmu ekonomi
yang begitu pesat, penuh inovasi, dilengkapi dengan metodologi yang
semakin tajam, model-model mate-matika dan ekonometri yang semakin
luas untuk melakukan evaluasi dan prediksi, ternyata ilmu ekonomi tetap
memiliki keterbatasan untuk meng-ambarkan, menganalisa maupun

memproyeksikan kecenderungan tingkah laku ekonomi dalam perspektif
waktu jangka pendek (Chapra, 2002: 153).

Dengan kata lain, ilmu ekonomi, bekerja dengan asumsi-asumsi ceteris
paribus. Dalam konteks ini, Keynes pernah mengatakan, “Kita terkungkung
dan kehabisan energi dalam perangkap teori dan implementasi ilmu
ekonomi kapitalis yang ternyata tetap saja mandul untuk melakukan
terobosan mendasar guna mencapai kesejahteraan dan kualitas hidup umat
manusia di muka bumi ini”.
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Gagalnya Kapitalisme

Dengan melihat realita di atas, jelas ada “something wrong” dalam konsep-
konsep yang selama ini diterapkan di berbagai negara, termasuk Indonesia,
karena kelihatan masih jauh dari yang diharapkan. Konsep-konsep tersebut
terlihat tidak memiliki konstribusi yang cukup signifikan, bahkan bagi
negara-negara pencetus konsep tersebut. Ini terbukti dari ketidakmampuan
direalisasikannya sasaran-sasaran yang diinginkan seperti pemenuhan
kebutuhan dasar, kesempatan kerja penuh (full employment) dan distribusi
pendapatan dan kekayaan merata.

Konsep-konsep tersebut juga dianggap gagal, karena menyuburkan
budaya eksploitasi manusia atas manusia lainnya, kerusakan lingkungan
serta melupakan tujuan-tujuan moral dan etis manusia. Singkatnya, konsep
yang ditawarkan Barat, bukanlah pilihan tepat apalagi dijadikan protorype
bagi negara-negara yang sedang berkembang. Namun demikian kita tak
boleh menafikan bahwa pengalaman dari ekonomi pembangunan yang telah
berkembang itu banyak yang bermanfaat dan penting bagi kita dalam mem-
bangun, meskipun relevansinya sangat terbatas.

Sistem kapitalis maupun sosialis jelas tidak sesuai dengan sistem nilai
Islam. Keduanya bersifat eksploitatif dan tidak adil serta memperlakukan
manusia bukan sebagai manusia. Kedua sistem itu juga tidak mampu men-
jawab tantangan ekonomi, politik, sosial dan moral di 2aman sekarang.
Hal ini bukan saja dikarenakan ada perbedaan ideologis, sikap moral dan
kerangka sosial politik, tetapi juga karena alasan-alasan yang lebih bersifat
ekonomis duniawi, perbedaan sumberdaya, stuasi ekonomi internasional
yang berubah, tingkat ekonomi masing-masing dan biaya sosial ekonomi
pembangunan.

Teori pembangunan seperti yang dikembangkan di Barat, banyak
dipengaruhi oleh karakteristik unik dan spesifik, juga dipengaruhi oleh
nilai dan infra struktur sosial politik ekonomi Barat. Teori demikian jelas
tidak dapat diterapkan persis di negara-negara Islam. Terlebih lagi, sebagian
teori pembangunan Barat lahir dari teori kapitalis. Karena kelemahan
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mendasar inilah, maka teori tersebut tidak mampu menyelesaikan persoalan
pem-bangunan di berbagai negara berkembang.

Ketika sistem ekonomi kapitalisme mengalami kegagalan maka peluang
ekonomi syariah makin terbuka luas untuk menjadi solusi kerusakan eko-
nomi dunia. Diharapkan para ilmuwan dan praktisi ekonomi Islam saat
ini dapat memanfaatkan peluang besar yang sangat strategis itu dengan
jihad igtishadi dan ijtihad yang lebih kreatif dan inovatif dalam koridor
syari’'ah ilahiyah. Penerapan ekonomi Islam di Indonesia dalam bentuk
perbankan syariah dan penerapan zakat.

Namun pada intinya mengemukakan hal yang sama, yaitu mengaitkan
pengeluaran pemerintah dengan pajak. Artinya, melalui pajak, pemerintah
tidak sekedar mengumpulkan dana, namun membangun barang publik
yang dapat memuaskan masyarakat. Dengan demikian, dimensi dari pajak
ada dua yaitu (1) penyediaan dana dan (2) mewujudkan beban pajak yang
mencerminkan kepuasan masyarakat terhadap suatu barang publik.

Dalam perspektif seperti itu, zakat hanya memenuhi dimensi pertama.
Di sisi lain, kita menemukan bahwa seluruh masyarakat khususnya negara
yang sedang berkembang haus atau kekurangan sumber dana, mengejar
masyarakat yang maju serta mengharapkan hasil yang tinggi. Kita mene-
mukan kemampuan perseorangan ternyata merupakan pembentengan
yang terbesar dan pembebasan diri dari beban persaingan lebih besar

dan lebih kuat.

Zakat merupakan sumber dana yang mantap pencairannya baik secara
sukarela maupun wajib. Jika pengeluaran zakat kepada pemerintah secara
sukarela banyak terjadi karena ketaatan kaum muslimin pada pendekatan
hati mereka lebih kuat dari pada pengorbanan apapun, akan tetapi adanya
pengingkaran pembayaran zakat mengharuskan penguasa (pemerintah)
untuk mengambilnya secara paksa (dengan kekuatan) sebagaimana yang
telah dilakukan oleh khulafa al-Rasyidin Abu Bakar, yaitu mengisyaratkan
perang kepada mereka yang ingkar zakat dan disifatkan sebagai satu
kemurtadan (Masyhur, 2002: 346).
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Pengaruh Zakat terhadap Perekonomian

Pelaksanaan kegiatan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan dalam
memakmurkan negara dan masyarakat diperlukan adanya penggabungan
seluruh potensi manusia dan material. Hal itu dimaksudkan bahwa pelak-
sanaan usaha pertumbuhan ekonomi dengan semaksimal mungkin memer-
lukan tersedianya kualitas dan kuantitas yang seimbang dari kemampuan
manusia, sumber-sumber alam serta material.

Zakat adalah mengatasi sumbersumber pendanaan yang lain, karena
dai berperan sebagai sumber yang teratur, melimpah hasilnya, pengalokasian
yang sudah ditentukan dan dapat memenuhi keperluan-keperluan pen-
danaan pengembaangan ekonomi dalam cakupan yang sangat besar.
Berbeda dengan pajak, yang pendayagunaannya tidak terbatas, sehingga
orang yang mampu pun dapat memperoleh bagian dari pajak. Ekonomi
Islam menjadi istimewa karena adanya sumber penting ini yang tidak ada
duanya dalam ekonomi manapun.

Zakat Memerangi Usaha (Kegiatan) Penimbunan

Penimbunan harta adalah bagian dari pendapatan yang tidak ter-
konsumsi, yakni sia-sia dan tidak boleh diulang produktivitasnya, akan tetapi
malah dia tersimpan dalam kondisi tidak digunakan secara ekonomi. Penim-
bunan harta ini juga dianggap sebagai kendala-kendala yang menghambat
pengembangan ekonomi. Hal itu karena ekonomi<ekonomi ini menghadapi
kemerosotan/penurunan pendapatan dan kemudian penurunan tingkat
simpanan dan secara khusus disebabkan munculnya penimbunan yang
memenuhi simpanan dalam bagian kecil yang masih ada sisa pendapatan
setalah dikonsumsi. Dan menambah kesukaran pada masalah ini adalah
karena tidak adanya pengarahan atau tujuan dari simpanan-simpanan yang
telah mantap pada pengembangan produktif tetapi diarahkan pada bagian
dalam apa yang sering disebut investasi pasif. Dan ini terbentuk dalam
penim-bunan emas, membangun rumah yang megah, pembelian tanah,
penimbun-an-penimbunan sumber mata uang asing.
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Sebagian pakar menyatakan pengaruh penimbunan sebagai pem-
bekuan urat nadi ekonomi (Economic Arteriosoerosis). Dan penimbunan
memiliki efek dan pengaruh yang sama dalam usaha ekonomi, baik penim-
bunan tersebut dalam level perseorangan ataupun dalam level nasional.
Ibnu Khaldun mengemukakan pengertian penimbunan dan penahanan
harta secara nasional, kemudian dai berkata:

“Maka harta berputar antara rakyat dan raja/pemimpin dari mereka
ke dia dan dari dia ke mereka sehingga apabila seorang raja/pemimpin
membekukan maka rakyat kehilangan, sebagai sunnah untuk hamba-
hambanya”.

Teori-teori ekonomi modern sepakat dengan teori yang dikemukakan
Ibnu Khaldun dalam kita Mugaddimahnya selama 6 abad. Maka teori-teori
tersebut telah sampai membahas efek dari penimbunan salah satu sumber-
sumber masyarakat terutama modal pribadi dan negara yang berupa efek-
efek negatif terhadap taraf kegiatan ekonomi, dimana penimbunan
sebagian pendapawan dalam bentuk simpanansimpanan yang non-produktif,
begitu pula suatu penimbunan akan mengakibatkan berkurangnya taraf
kegiatan ekonomi yaitu terjadinya penyusutan dan praktek ekonomi
terhambat.

[slam memiliki alat yang positif untuk mememerangi usaha penimbun-
an. Alat tersebut adalah zakat. Zakat menjadi ancaman bagi modal (kapisal)
yang ditimbun dengan kepunahan dalam waktu yang tidak lebih dari 40
tahun. Dan apabila harta itu tidak diikutsertakan dalam kegiatan ekonomi
yang sedang berjalan dan berkembang secara halal sebagai hasil keikut-
sertaannya sesuai dengan penggunaannya yang ditentukan oleh Allah SWT.

Selain itu, zakat memainkan peranan penting dalam memerangi
penimbunan harta melalui terapi psikis dan sosial bagi para penimbun,
maka zakat menghindarkan mereka dari kotorankotoran hati yang keras,
akibat harta yang mereka timbun. Dengan demikian maka zakat merupakan
ben-teng bagi diri seorang muslim dari sifat rakus dan tamak dan pengaruh
yang mendorongnya serta memisahkan diri dari masyarakat. Disamping

Ulul Albab, Vol. 9 No. 2, 2008



Eko Suprayitno 201

itu, peran-an zakat dalam memerangi penimbunan harta tidak hanya sejauh
jiwa masyarakat, akan tetapi meluas sampai pada ekonomi yang nampak
dalam sektor pengumpulan dan pembelanjaan.

Dari sisi pengumpulan harta, zakat berusaha memerangi penimbunan
harta dan menghadapi pembekuan harta yang hanya berputar/beredar di
antara orang-rang kaya. Hal tersebut dikuatkan dengan apa yang kita saksi-
kan dalam ekonomi makro, yang berupa bahaya-bahaya yang diakibatkan
oleh hanya beredarnya harta diantara orang-orang kaya terhadap taraf ke-
giatan ekonomi. Di sisi lain, kita menemukan bahwa terfokusnya ukuran
besar dari harta di tangan individu-individu tertentu akan berakibat
keterpaksaan berhutang dari mereka. Dan mereka tidak menghutangi orang-
orang yang berhutang selagi tidak menyerahkan denda atau bagian tertentu
atau ribasebagai ganti uang yang mereka berikan, kemudian mereka menuntu-
nya dengan disertai denda.

Peranan Zakat dalam Mendorong Investasi

Kewajiban 2akat sangat mendukung para penyimpan harta untuk
mengkatifkan hartasimpanannya (menginvestasikan) dengan cara yang dapat
menambah daya produktivitas untuk ekonomi. Dengan demikian
pendorong untuk investasi dalam ekonomi Islam lebih kuat dibandingkan
dorongan yang ada dalam ekonomi lain. Sebaliknya dukungan zakat
terhadap peng-investasian harta dapat menimbulkan terjadinya pengeluaran
zakat dari hasil keuntungan bersih investasinya dan perlindungan terhadap
aset pokok serta pengembangannya.

Sesungguhnya tujuan akhir pada investasi adalah merealisasikan
keuntungan dan pendayagunaan harta dalam aktviti produktif. Dan keun-
tungan ini bergantung kepada hubungan antara pendapatan dan peng-
eluaran sebagai hasil pelaksanaan investasi atau perbandingan antara ke-
cukupan modal dan manfaat (suku bunga) sebagaimana dalam teori Keynes.

Adapun dalam ekonomi Islam, maka suku bunga tidak ada, dan
sebagai gantinya adalah bagi hasil (Profit sharing), di sisi lain zakat dianggap
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sebagai perbelanjaan yang diwajibkan dari permodalan yang berkembang.
Oleh karena itu maka para ahli korporat dalam kondisi normal akan
mengambli langkah-langkah investasi, selagi keuntungan yang diharapan
dapat men-jamin minimal perlindungan terhadap jumlah harta setelah
mengeluarkan zakat, dalam arti mereka selalu berinvestasi selama tingkat
keuntungan mencapai (2,5%), yaitu nilai yang terendah bagi zakat yang
ditetapkan dalam syariah secara tahunan atas harta, baik secara riil maupun
perkiraan.

Pengaruh Zakat terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Al-Qur’an surat at-Taubah ayat 103 menjelaskan bahwa zakat di-
samping berfungsi membersihkan kekayaan juga menumbuhkan kekayaan.
Nabi Muhammad SAW juga bersabda, “Allah menerima zakat dengan
tangan kanan-Nya dan kemudian menjadikannya harta itu tumbuh bagi
setiap kamu, sebagaimana halnya kamu membesarkan anak kuda atau anak
unta. Bagian-bagian harta itu kemudia menjadi sebesar Gunung Uhud.”
(Hadist Ahmad dan atTarmidhi, diriwayatkan oleh Abu Hurairah). Tum-
buhnya harta akibat zakat tersebut dapat dijelaskan dengan efek zakat
terhadap konsumsi, tabungan, investasi dan ketenagakerjaan serta efek zakat
yang bersifat berlipat ganda (multiplier effect) terhadap perekonomian secara
keseluruhan.

Efek Zakat terhadap Konsumsi

Zakat akan meningkatkan konsumsi, terutama konsumsi barang-
barang dan jasajasa pokok, dan kemungkinan akan menggeser konsumsi
dari konsumsi barang-barang dan jasa-jasa mewah kepada konsumsi
barangan dan jasajasa pokok. Pemberian/pembagian zakat kepada orang
miskin dan yang memerlukan memungkinkan pendapatan mereka
meningkat. Karena rendahnya tingkat kekayaan dan pendapatan mereka,
besar kemungkinan pendapatan dan penerimaan zakat tersebut digunakan
untuk pengeluaran konsumsi barangan dan jasajasa pokok. Begitu pula
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sebaliknya, zakat akan mengurangkan kekayaan dan pendapatan orang-
orang kaya. Dengan berkurangnya kekayaan dan pendapatan kelompok kaya
tersebut, ada kemungkin-an mereka mengurangkan konsumsi barangan dan
jasa-jasa mewah. Dengan demikian, secara keseluruhan (aggregat), zakat akan
meningkatkan konsumsi barangan dan jasa-jasa pokok dan mengurangkan
konsumsi barangan dan jasa-jasa mewah.

Pengaruh Zakat terhadap Ketenagakerjaan

Pengangguran dianggap sebagai masalah besar dalam perekonomian,
sosial dan kemanusiaan yang menempati bahaya yang tinggi. Secara eko-
nomik, seorang penganggur tidak dapat memperoleh pendapatan untuk
memenuhi kebutuhan hidup dan menjadi beban keluarganya. Peningkatan
kondisi pengangguran bebarti menimbulkan pertumbuhan jumlah orang
yang tidak mendapatkan pendapatan yang akhirnya mengurangi daya per-
mintaan barang dan jasa mereka yang berakibat merosotnya kegiatan per-
ekonomian dan mendekati kebangkrutan, di sisi lain tersedia sumber daya
manusia yang produktif.

Secara sosiologi, pengangguran menimbulkan adanya ke[ompok yang
mampu dan mencari kerja tetapi mereka menghadapi’ kond1§t pengang-
guran dan kekecewaan, lebih-lebih dalam hal pemenuhéfn Kebutuhan
pokok, yang mana kondisi ini dapat mengakibatkan tlmbulnya keretakan,
kecemburuansosial dan kebencian antara kelompok- kelompok masyarakat.
Begitu juga pengangguran dapat mengancam stabilitas intern masyarakat
sebagai konsekuensi tersebarnya rasa kecewa, keputus-asaan, kesia-siaan
dan hilangnya kepercayaan diri ditengah-tengah para penganggur.

Dari situlah, maka Islam membenci pengangguran dan menyeru
manusia agar mendapatkan pekerjaan dan berjalan di muka bumi serta
menganggap bekerja sebagai ibadah dan berjuan di jalan Allah, apabila
disertai niat yang benar dan dijaga amanah dan keyakinan. Rasulullah tidak
memandang apakah pekerjaan tersebut dianggap hina oleh orang lain atau
dipandang remeh seperti mencari kayu bakar. Yang penting pekerjaan yang
halal dan terhindar dari kehinaan meminta-minta.
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Zakat memiliki peranan positif dalam peningkatan taraft ketenaga-
kerjaan melalui pengaruhnya dalam seluruh faktor ekonomi yang ber-
hubungan dengan sisi penawaran dan permintaan. Zakat akan meningkat-
kan penawaran tenaga kerja melalui mekanisme peningkatan peluang
investasi, yang mana zakat mendorong masayarakt untuk menginvestasikan
dananya yang menganggur, zakat meningkatkan investasi dengan bantuan
modal, penambahan investasi sosial dan menjaga investasi yang telah ada.
Investasi-investasi ini mengandungi unsur-unsur modal, tanah dan alam
yang dapat meningkatkan produktivitas ekonomi dan meningkatkan
banyak kesempatan kerja sehingga meningkatkan produktivitas.

Demikian juga diperbolehkannya penggunaan zakat bagi mencari
ilmu, maka ia dapat meningkatkan taraf pendidikan dan akan menambah
kualitas tenaga kerja, zakat juga dapat meningkatkan permintaan tenaga kerja
melalui pengelolaan dan pengurusan zakat, pengelolaan dan pengurusan
pertanian dan peternakan serta pemberian modal kerja. Dengan demikian,

zakat yang berkelanjutan setiap tahun berpengaruh
besar ¥tz weiha mengoptimalkan siklus keuangan dalam ekonomi Islam,
dana zakat yang murah dan melimpah, akan menjadi pendorong utama
berjalannya siklus keuangan secara optimal. Hal itu karena zakat dapat
berperan sebagai arus yang terus berputar/berjalan antara pemilik harta
dengan yang membutuhkan harta/dengan yang lain, yang kadang kala
menyempit dan kadang kala meluas, namun idak terputus selamanya. Arus
seperti itu menjadi jaminan dari bahaya kebuntuan dan kemacetan ekonomi
dan motor penggerak disebabkan optimalnya siklus keuangan. Hal ini
berbeda dengan tabungan, dimana para pemilik harta akan menabung
pada saat suku bunga yang tinggi dimana akan mendapatkan hasil yang
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besar dan ini akan merugikan investasi karena biaya bunga yang mahal,
dan pemilik harta akan dengan mudah mengalihkan tabungannya pada
sektor lain jika kondisi bunga yang rendah.

Selain itu, aktifitas pemerintah dalam investais langsung sebagai salah
satu pengelolaan dan pendistribusian zakat berpengaruh besar dalam
peningkatan sistem keuangan, dimana sebagai suatu misal saat ini
pemerintah indonesia melalui Bank Indonesia sedang mengucurkan dana
murah dalam bentuk bantuan UMKM, namun penyerapannya masih sangat
rendah, sehingga mengakibatkan terjadi penurunan sikluskeuangan, karena
ketidaktakutan, ketidaktahuan masyarakat tentang dana bantuan UMKN,
serta ketakutan tidak dapat mengembalikan. Hal ini berbeda dengan zakat,
masyarakat yang menerima bantuan akan mendayagunakan zakat tersebut
secara optimal karena tidak takut adanya bunga, atau hilangnya harta
jaminan. Selain itu, juga untuk meningkatkan pemerataan distribusi pen-
dapatan dikalangan masyarakat, yang saat ini sudah sangat besar dan lebar
jurang perbedaannya.

Konsep-konsep Teori Konsumsi

l

Ada beberapa ekonom yang mengemukakan " konsep tenfang teori
konsumsi, misalnya Keynes, Smithies, Duesenberry, Fnedman, serta Ando,
Modigliani, dan Blumberg. John Maynard Keynes, dafzm lgukunya the
General Theory of Employment, Interest and Money, mengemukakan tentang
“fundamental psychological law” yang mengarah pada konsumsi dan tabungan.

Keynes berpendapat bahwa jika terjadi tambahan pendapatan nasional
masyarakat akan cenderung menggunakan sebagian tambahan pendapatan
nasional tersebut untuk membiayai pengeluaran (konsumsi) dan sebagian
untuk tabungan. Oleh karena itu ia menyatakan bahwa kecenderungan
marginal untuk konsumsi (marginal propensity to consume, MPC), jumlah
tambahan konsumsi (belanja) akibat tambahan pendapatan sebanyak satu
satuan uang yang nilainya antara O sampai dengan 1. Selain itu Keynes juga
menyatakan bahwa bagian pendapatan yang dibelanjakan, atau kecen-
derungan rata-rata konsumsi (average propensity to consume, APC) proporsi
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konsumsi terhadap pendapatan yang siap untuk dibelanjakan menurun
jika pendapatan bertambah.

Arthur Smithies, dalam Absolute Income Theory, memberikan 3 alasan
untuk perubahan perilaku konsumsi setelah Perang Dunia Il sebagai berikut:

Efek Kekayaan. Konsumsi selama perang dibatasi oleh pemikrian yang
rasional dan tidak dapat diperolehnya barang pada saat banyak keluarga
yang berperang dan memiliki dua sumber pendapatan (penghasilan dan
kekayaan bagi orang yang kaya). Penduduk desa-kota. Penduduk kota
mengkonsumsi lebih banyak dibandingkan dengan penduduk desa, karena
penghasilan di kota pada umumnya lebih tinggi jika dibandingkan dengan
pendapatan di desa. Efek advertensi. Advertensi mempengaruhi konsumen
untuk percaya bahwa barang yang semula dianggap mewah menjadi barang
penting atau barang normal (misalnya mobil, televisi, dan perabot rumah
tangga).

Berdasarkan pendangan Smithies tersebut, keputusan konsumen
tergantung pada pendapatan absolut, yaitu pendapatan pada saat
melakukan konsumsi dan pendapatan dari stok kekayaan. Pandangan ini
berbeda dengan pendapat Keynes yang hanya memperhitungkan
pendapatan pada saat melakukan konsumsi.

Dalam relative income theory, James Duesenberry menitikberatkan pada
penentuan perilaku konsumen rumah tangga individual. Teori ini mengata-
kan bahwa keputusan konsumsi individual berkaitan dengan gaya hidup.
Kebiasaan konsumsi individual dipengaruhi oleh tesangga atau lingkungan
kelompoknya, sehingga responsif terhadap perubahan pendapatan. Sedang-
kan dalam jangka panjang Duesenberry berpendapat bahwa individu yang
pendapatannya berubah akan mencari lingkungan yang sesuai dengan
tingkat pendapatannya. Dengan pemikirian ini konsumsiakan dipengaruhi
secara langsung oleh pendapatan dalam jangka panjang.

Milton Friedman menawarkan pendekatan yang berbeda untuk men-
jelaskan tentang konsumsi jangka pendek dan jangka panjang. Pendekatan
tersebut dinyatakan dalam teori perndapatan permanen (Permanen Income
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Theory). Teori ini membedakan konsumsi barang yang tahan lama dan tidak
tahan lama. Friedman juga memiliki hipotesis bahwa perubahan pen-
dapatan yang bersifat sesaat atau mengejutkan tidak akan segera mempeng-
aruhi pola konsumsi. Perubahan pendapatan dalam jangka pendek tidak
segera di-gabungkan dengan pendapatan permanen.

Fungsi Konsumsi Keynes

Dalam suatu perekonomian, pendapatan nasional rumah tangga meru-
pakan sisi pendapatan, sedangkan pengeluaran konsumsi merupakan sisi
pengeluaran. Keseimbangan ekonomi tercapai apabila sisi pendapatan sama
dengan sisi pengeluaran. Apabila pendapatan rumah tangga diberi simbol
Y dan sisi pengeluran diberi simbo E, sedangkan pengeluaran konsumsi
diberi simbo!l C, maka keseimbangan dalam perekonomian terjadi apabila:

(Algifari, 1998: 74 ).

Y=E
Karena E = C, maka
Y=C

Kerangka pemahaman dalam analisis pendapatan nasional yang
sangat sederhana ini dapat dibuat dengan menggunakan berbagai asumsi
terhadap indikator yang membentuk pendapasan nasional tersebut. Misalnya
asumsi terhadap pola konsumsi rumah tangga yang konstan selama periode
analisis. Dengan demikian, bentuk kurva pengeluaran konsumsi rumah
tangga yang menunjukkan hubungan antara pengeluaran rumah tangga
dengan pendapatan nasional adalah linear, seperti yang dikemukakan oleh
Keynes. Menurut Keynes, pengeluaran konsumsi rumah tangga sangat
dipengaruhi oleh besarnya pendapatan yang ia terima. Secara matematis
dapat ditulis sebagai berikut:

C=£Y)
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Dengan ketentuan:

b=MPC=A—C
AY

Rasio antara perubahan pengeluaran konsumsi (AC) dengan per-
ubahan pendapatan nasional (AY) lebih besar dari nol mengandung pengerti-
an bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga akan meningkat secara
proporsional apabila terjadi peningkatan pendapatan. Sedangkan rasio
antara perubahan pengeluaran konsumsi (AC) dengan perubahan pendapat-
an nasional (AY) lebih kecil dari satu mengandung pengertian bahwa ke-
naikan pengeluaran konsumsi rumah tangga tersebut selalu lebih kecil dari
pada kenaikan pendapatan. Besarnya rasio perubahan pengeluaran
konsumsi rumah tangga dan perubahan pendapatan rumah tangga ini dalam
analisis pendapatan nasional disebut hasrat/keinginan dari rumah tangga
tersebut dalam berkonsumsi. Besarnya hasrat/ keinginan dari rumah tangga
tersebut dalam berkonsumsi ini disebut hasrat marjinal berkonsumsi
(Marginal Propensity to Consume=MPC ). Jadi, MPC menunjukkan
perbandingan antara besarnya perubahan pengeluaran konsumsi rumah
tangga dengan besarnya perubahan pendapatan. Besarnya MPC adalah
lebih besar dari nol dan lebih kecil dari satu (0KMPC<1).

Keynes membuat fungsi konsumsi sebagai pusat teori fluktuasi
ekonominya, dan teori itu telah memainkan peran penting dalam analisis

makroekonomi sampai saat ini. Dugaan Keynes tentang fungsi konsumsi
dapat dijelaskan sebagai berikut (Gregory, 2000: 399-401):

a. kecenderungan mengkonsumsi marjinal (marginal propensity to consume)
adalah antara nol dan satu.

b. rasio konsumsi terhadap pendapatan atau kecenderungan mengkonsumsi
marginal (average propensity to consume), turun ketika pendapatan naik.

c. pendapatan merupakan determinan konsumsi yang penting dan tingkat
bunga tidak memiliki peran yang penting
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Berdasarkan analisis di atas, keynes mengemukakan bentuk kurva
kon-sumsi ditunjukkan oleh persamaan:

C=a+by 9.1)
a dan b adalah konstan untuk a>0; 0 <b<1

yang menyatakan bahwa:

C = besarnya pengeluaran konsumsi rumah tangga

a = besarnya pengeluaran konsumsi rumah tangga apabila pendapatan
masyarakat tidak ada (konsumsi otonom)

b = MPC = hasrat marjinal dari masyarakat untuk melakukan konsumsi
(MPC = Marginal Propensity to Consume)

dC
MPC= |Z-| ,,= b 9.2)

Berdasarkan tiga dugaan tersebut, fungsi konsumsi dapat ditulis sebagai
berikut:

1. Fungsi Konsumsi Linier
a. Fungsi Konsumsi Linear Konvensional

Katakanlah fungsi konsumsi untuk ekonomi non-Islam (tidak ada
zakat dan tidak ada tindakan fiskal yang sama dengan itu, maka Z=0)
adalah sebagai berikut:

C=a+bY
9.4)

dimana :

C =konsumsi; Y = Pendapatan
a dan b adalah konstan untuk a>0;0<b<1

Dalam kasus ini maka kita memperoleh hasrat konsumsi rata-rata:
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C

dan hasrat konsumsi marginal:
dacC
MPC = ay ) z=0" b 9.5)

2. Fungsi Konsumsi Non - Linier
a. Fungsi Konsumsi Non-Linear dalam Ekonomi Konvensional

Fungsi konsumsi non-linier yang lebih realistis dengan persyaratan/
asumsi sebagai berikut:

) UntukY=0;C=0

(o d(C
e . — <0
ii) Y > 0 tetapi dX[Y)

iii) Y tetapi ari\y

Dengan kata lain, tingkat konsumsi otonom/outonomus (positif) dan
hasrat konsumsi rata-rata dan hasrat konsumsi marginal adalah positif,
tetapi menurun dengan meningkatnya pendapatan. Implikasi dari
ketiga asumsi diatas adalah:

o< (i) <7

sehingga sebuah fungsi yang memenuhi persyaratan tersebut adalah:
C =a+gY®
Dimana: a>0,g>0,0<b<1

Dalam ekonomi non Islam (tidak ada zakat dan tidak ada kebijakan
fiskal sejenis yang mirip dengan itu), diperoleh:
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Teori Konsumsi dalam Islam

Konsumsi adalah permintaan sedangkan produksi adalah penyediaan/
penawaran (Mannan, 1997: 44). Kebutuhan konsumen, yang kini telah
diperhitungkan sebelumnya, merupakan insentif pokok bagi kegiatan-
kegiatan ekonominya sendiri. Mereka mungkin tidak hanya menyerap
pendapatannya, tetapi juga memberi insentif untuk meningkatkannya. Hal
ini mengandung arti bahwa pembicaraan mengenai konsumsi adalah primer
dan hanya bila para ahli ekonomi mempertunjukkan kemampuannya untuk
memahami, dan menjelaskan prinsip produksi maupun konsumsi sajalah,
mereka dapat dianggap kompeten untuk mengembangkan hukum-hukum
nilai dan distribusi atau hampir setiap cabang lain dari subjek tersebut.
Menurut Manan, perbedaan antar ilmu ekonomi modern dan ekonomi
Islam dalam hal konsumsi terletak pada cara pendekatannya dalam me-
menuhi kebutuhan seseorang. Islam tidak mengakui kegemaran materialistis
semata-mata dari pola konsumsi modern.

Sejumlah ekonom Muslim diantaranya adalah Zarqga (1980 dan 1982),
Monzer Kahf (1978 dan 1980), M.M Metwally (1981), Fahim Khan (1988),
M.A. Manan (1986), M.A. Choudhury (1986), Munawar Igbal (1986),
Bnedjilali dan Al-Zamil (1993) dan Ausaf Ahmad (1992) telah berusaha
untuk memformulasikan fungsi konsumsi yang mencerminkan faktor-faktor
tambahan ini meki tidak seluruhnya. Mereka beranggapan bahwa tingkat
harga saja tidaklah cukup untuk mengurangi tingkat konsumsi barang mewah
(C)) yang dilakukan oleh orang-orang kaya. Diperlukan cara untuk merubah
sikap, selera dan preferensi, memberikan motivasi yang tepat, serta
mencipta-kan lingkungan sosial yang memandang buruk konsumsi seperti

itu (C)).
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1. Fungsi Konsumsi Linear dalam Ekonomi Islam

Menurut Metwally fungsi konsumsi dalam ekonomi Islam, untuk menye-
derhanakan masalah, dianggap besarnya zakat ditunjukkan oleh fungsi:

l=aY (9.6)
di mana:

0<ax<l

Katakanlah BY merupakan pendapatan pembayaran zakat yang -
menguasai satu bagian tertentu dari pendapatan nasional; dan sisanya
(1-b)Y adalah pendapatan penerima zakat, dimana: 0 <3 < 1

Dimisalkan juga sebagai hasrat konsumsi marginal penerima zakat,
dimana: 0 < <<1

Fungsi konsumsi dalam ekonomi Islam (9.3) dengan mensubstistusikan
persamaan (9.6) menjadi :

C=a+b (BY - aY) + 3 [(1-B)Y + aY]

Untuk ekonomi Islam akan diperoleh persamaan:

C
APC = (7) o = % +bB - ab + 8 (1-B) + ap 9.7)
dC
MPC = (71?) 1. =bP - ab + 8 (1-p) + ap (9.8)
Jika ditelusuri persamaan (9.4), (9.5), (9.7) dan (9.8) maka akan
diperoleh:
C C
Y ) zo0 |y ) zeo =38 (1+a-B)-b(l+ o B) (99

.18
dy ) o " \dy ) z=o =3 (1+ a - B)-b(1+ a-P) (9.10)
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_ C
jelaslah Y ) 20 > 9.11)
dan > (9.12)

selama & > P maka persyaratan di atas akan selalu terpenubhi.

2. Fungsi Konsumsi Non-Linear dalam Ekonomi Islam

Dalam ekonomi Islam diperoleh persamaan:
C=a+g(P-o)Yéi+g(1l-p+a)Y? (9.13)

C
APC =(7) = 7 8B )Y +g(Br)Y  (9.14)
>0 Y

dC
MPC =(5) = bg(P - @)Y+ + Sg(1-B+a)Y*'  (9.15)
Z>0

Dari persamaan di atas

C C
(?) o (?) o g(l+o-B) (Y -Y)  (5.22)

dC dC
(d—y) 250 (;;) 1o = 8(1+0-B)BY*-Y4) (9.16)

untuk d > 0, maka

o C
(7) 2>0 >(;) zeo 524
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dC - (dC
dan > ar) 0>\ 37 ) 20 .17

juga untuk d > b, maka

d(C dC
dy (?)M g (E?)M =g(1-o-B) [3 G-1)Y*2-bb-1)Y*2)>0 (9.18)

d’C d*C
dy* ) . <\ dy? o g(1- a - B) [6 (3-1)Y*? - b(b-1)Y*2) >0 (9.19)

Siddigi dan Kahf menyebutkan bahwa dengan adanya zakat maka
hasrat konsumsi rata-rata dan hasrat marginal dalam jangka pendek akan
menurun tapi penurunan ini lebih kecil di ekonomi Islam dibandingkan
dengan ekonomi non-Islam yang tidak punya tindakan fiskal yang sama,
tetapi dalam jangka panjang tingkat konsumsi masyarakat akan mengalami
peningkatan karena: Pertama, taraf hidup masyarakat penerima zakat akan
meningkat. Penurunan konsumsi tersebut disebabkan oleh permintaan akan
barang-barang mewah yang menurun.

Kedua, permintaan akan barang-barang pokok dari masyarakat
tersebut akan meningkat seiring meningkatnya taraf hidup masyarakat yang
menerima zakat. Namun, ajaran Islam tidak menganjurkan konsumsi boros,
dan barang mewah, dan ingat tentang hari kemudian (akhirat). Ajaran
Islam dalam batas-batas tertentu dapat mengimbangi efek zakat terhadap
konsumsi.

Tabungan

Tabungan dengan tidak adanya bunga tidak dapat dimobilisasi untuk
pembentukan modal. Oleh karena itu, keperluan akan modal berbunga
sebenarnya timbul dengan perkembangan industri dan perdagangan secara
besar-besaran (Mannan, 1997: 64). Serangan paling tajam terhadap
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pendirian ini datang dari Keynes, yang menolak bahwa tabungan itu sendiri
memerlukan suatu rangsangan dalam bentuk bunga. Dia menyatakan
bahwa sebagian besar tabungan bersifat sukarela dengan demikian tidak
memerlukan imbalan khusus berupoa uang. Bahkan jika diakui bahwa suku
bunga mempunyaisedikit pengaruh terhadap tabungan marjinal, pendirian
neo klaik itu telah diruntuhkan oleh anggapan tentang pendapatan tetap.
Keynes telah mencoba membuktikan bahwa tabungan dan investasi selalu
harus tetap sama; persamaan antara keduanya itu disebabkan oleh
perubahan dalam tingkat pendapatan sebagai akibat invessasi.

Lebih lanjut Mannan mengemukakan bahwa bahkan dengan tidak
adanya rangsangan bunga, mungkin terdapat lebih banyak tabungan dan
investasi, dan berakibat lebih banyak pendapatan, sebagian karena daya
tarik sisa laba yang lebih tinggi, sebagian lagi karena kurangnya resiko
kerugian. Karena peran serta rakyat yang langsung dalam proses produksi,
maka hasil investasi mencukupi dan adil tanpa sebagian besar daripadanya
dieksploitir oleh kapitalis. Selanjutnya keputusan mengenai pembuatan
kebijakan yang begitu luas dan dipertanggungjawabkan bersama,
menyebabkan berkurangnya peluang investasi yang tidak bijaksana dan
berbahaya, dan dengan demikian akan mengurangi resiko kerugian sekecil-
kecilnya.

Penanaman spirit Islam pada semua ting-katan masyarakat akan
mengurangi klaim pada sumbersumber daya, termasuk cadangan devisa,
dan akan mendorong tabungan dan formasi kapital. Hal ini juga akan
mengurangi permintaan kredit (bukan saja untuk tujuan-tujuan konsumsi
pamer, yang tidak meluas tersebar di negara-negara berkembang, tetapi
juga impor, produksi, dan distribusi barang-barang demikian) dan karena
itu adalah ekspansi moneter yang tidak perlu. Pelanggaran terhadap nilai-
nilai Islam oleh sebagian orang sekalipun akan cenderung melonggarkan
ikatan sosial untuk memperoleh simbolsimbol prestise, sehingga mem-
pertajam nafsu ketamakan dan kedengkian (Monzer, 1997: 79).

Selain itu, kahf juga menyebutkan bahwa pengeluaran yang berlebihan
dilarang, penimbunan simpanan juga dikecam tegas oleh al-Qur’an dan
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asSunnah. Sumbersumber daya yang telah disediakan Allah harus diper-
gunakan untuk kegunaan si empunya (dalam batas-batas yang ditetapkan
oleh Islam) atau peruntukan bagi orang lain, sehingga memenuhi tujuan
dasar penciptaannya. Membiarkannya menganggur dan tidak memanfaat-
kannya bagi tujuan-tujuan konsumsi yang benar atau untuk pengembangan
barang-barang umum lewat kontribusi kesejahteraan (zakat, sedekah, dan
pembayaran semacamnya) atau untuk investasi produktif telah dikecam
oleh Islam.

Tabungan Agregat dalam Ekonomi Konvensional

Kecenderungan menabung rata-rata (APS) adalah tingkat tabungan
dibagi pendapatan nasional, dan kecenderungan menabung marjinal (MPS)
adalah turunan pertama dari tingkat tabungan. Tanpa adanya zakat harta
perniagaan sebagai pengurang pajak, nilai APS dan MPS dapat dinyatakan
sebagai:

A)
APS=(;J =1- 0 +bB-btf+5—-5t+ B (10.4)
Z=0 Y

ds
MPS = (EJ = 1-bB=-btf+5-8+p (10.5
Z=0

Tabungan Agregat dalam Ekonomi Islam

Zakat perniagaan zY, di satu sisi akan mengurangi penghasilan kena
pajak muzakki, dan di sisi lain tidak termasuk objek pajak yang wajib bagi
mustahiq. Oleh karena itu persamaan-persamaan di atas dapat ditulis
kembali menjadi:

S=Y- a+bBY-baY-biY +baY +5Y-3BY-5tY +8aY +53Y (106)

Kecenderungan menabung rata-rata (APS) adalah tingkat tabungan
dibagi pendapatan nasional, dan kecenderungan menabung marjinal (MPS)
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adalah turunan pertama dari tingkat tabungan. Dengan adanya zakat harta
perniagaan sebagai pengurang pajak, nilai APS dan MPS dapat dinyatakan
sebagai:

S
AB:(-J —1-24bf—ba—bif +bta+5—-5B—& +Sa+&B (10.7)
Y) o Y

d
MPS =(7f,) =1 - bB-ba-bi+bix+S5-50—- 5 + Sa+ &P (10.8)
pai)

Bedasarkan kajian di atas, fungsi tabungan dalam ekonomi Islam dapat
dibuat lebih mudah sebagai berikut:

Tulis kembali persamaan (10.1) di atas:

S=Y-C
S=Y-C,—~Z-E (10.9)
S=—a+(1-z-yX1-b)Y (10.10)

jikal = I° maka:
—a+(l-z-yX1-b)yY =1° (10.11)

Y= !
(I1-z-y)1-0)

(a+1°) (10.12)
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convens

Islam

-a
Gambar 1. Penentuan Pendapatan melalui Tabungan dan Investasi dalam_
ekonomi non - Islam dan ekonomi Islam

Gambar 1 proses penentuan pendapatan di dalam suatu ekonomi
Islam dapat juga diuji dengan bantuan suatu diagram. Diasumsikan kondisi
ekonomi berada pada perekonomian tertutup, tabungan agregat (Saving)
diukur pada garis yang vertikal dan pendapatan agregat sepanjang garis
horisontal di dalam gambar (2). Investasi adalah otonom sebesar I° ditunjuk-
kan dengan garis lurus horisontal. Garis S, menunjukkan tabungan pada
perekonomian non-Islam, dengan slope sebesar (1-b), sedangkan Garis S
merupakan kurva tabungan pada perekonomian Islam, dengan slope
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sebesar (1 - z - g) (1 - b). Hal ini memberikan gambaran bahwa slope
tabungan dalam ekonomi Islam lebih kecil dari pada slope tabungan pada
ekonomi non-Islam. Keseimbangan pendapatan terjadi pada tingkat Y_
untuk per-ekonomian non-Islam, sedangkan dalam ekonomi Islam
keseimbangan pen-dapatan terjadi pada tingkat Y, dimana nilai Y, lebih
besar dari nilai Y .

Agenda strategis

Ada dua agenda yang mendesak dilakukan untuk memperkuat
eksistensi dan kedudukan organisasi zakat di Indonesia untuk mengem-
bangkan zakat. Pertama, memperkuat infrastruktur di masing-masing negara
propinsi dan daerah tigkat II. Infrastruktur yang dimaksud juga mencakup
aspek regulasi dan peraturan, pendidikan dan SDM, serta sarana dan pra-
sarana lain yang dibutuhkan, termasuk sosialisasi dan kampanye zakat yang
intensif.

Dalam aspek regulasi dan peraturan misalnya, kedudukan lembaga
zakat di suatu negara harus diperkuat. Kalau kita melihat Malaysia, maka
negara-negara bagian yang ada di Malaysia memiliki pusat zakat yang kuat
secara hukum dan politik, serta mendapat dukungan penuh pemerintah.
Dukungan itu antara lain dalam bentuk pengalokasian anggaran negara,
penerapan kebijakan ‘zakat sebagai pengurang pajak’ secara nyata di lapang-
an, dan pemberian kemudahan akses bagi muzakki untuk membayar zakat.
Kemudian, dukungan lainnya berupa penyusunan database yang valid
mengenai jumlah muzakki dan mustahik.

Selanjutnya, kalau kita melihat negara-negara Arab, maka pada umum-
nya status kelembagaan yang mengelola zakat adalah setingkat kementerian.
Sebagai contoh adalah Kuwait dan Qatar serta Malaysia. Ini menunjukkan
besarnya perhatian terhadap institusi zakat yang ada. Kita berharap Indonesia
dapat mengambil pelajaran dari Malaysia dan dunia Arab dalam
memperkuat institusi zakatnya.
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Status Baznas hendaknya ditingkatkan menjadi kementerian. Bahkan
beberapa praktisi zakat mengusulkan kalau memang dianggap memberatkan
anggara n negara, maka kementerian zakat ini tidak perlu dibiayai APBN.
Yang terpenting diberikan kekuatan untuk ‘memaksa’ muzakki membayar
zakat. Mereka berargumen bahwa selama ini pun, seluruh lembaga zakat
yang ada telah mampu berkiprah secara mandiri. Fakta pun membuktikan,
meskipun dana zakat yang terhimpun masih kecil, tetapi manfaatnya dapat
dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

Agenda kedua adalah menciptakan mekanisme penghimpunan dan
pendayagunaan zakat serta koordinasi antar negara [slam. Salah satu tujuan
dibentuknya organisasi zakat internasional ini adalah teralirkannya dana
zakat dari negara-negara surplus zakat ke negara-negara minus zakat. Untuk
itu perlu dibuat aturan yang jelas mengenai kriter! ia dan mekanisme aliran
dana tersebut.

Jika aliran dana tersebut ditentukan berdasarkan program yang
diajukan, maka indikator dan kriteria program yang dapat diajukan pun
harus jelas. Jika mekanisme ini disepakati, maka Indonesia dapat meman-
faatkan peluang yang ada dengan membuat berbagai proyek percontohan
pemb erdayaan kaum dhuafa. Yang juga tidak kalah penting adalah menentu-
kan share masing-masing negara dalam proses penghimpunan dana zakat.
Penulis berkeyakinan, organisasi zakat ini jika terbentuk, akan memiliki
peran yang sangatstrategis dan vital dalam mengembangkan perekonomian
umat di masa mendatang.

Simpulan

Kapitalisme dan Sosialisme yang selama ini ada telah gagal menjalan-
kan tugasnya sebagai jalan menuju kesejahteraan dan keadilan karena meng-
abaikan dimensi motral sebégai salah satu landasannya.Pajak dalam sistem
perekonomian berfungsi sebagai penyediaan dana dan) mewujudkan beban
pajak yang mencerminkan kepuasan masya-rakat terhadap suatu barang
publik. Sedangkan zakat hanya sebagai penyedia dana yang penggunaannya
sudah ditentukan oleh hukum Islam (al{Qur,an) Zakat memiliki pengaruh
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yang besar dalam perekonomian baik per-tumbuhan ekonomi, konsumsi,
pemberantasan penimbunan, ketenaga-kerjaan, investasi dan sebagainya.
Zakat secara ekonomi makro mampu memberikan peningkatan pen-
dapatan baik secara langsung maupun tidak langsung.
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